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KONVENSI ROMA 1961 
KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN 

PELAKU, PRODUSER REKAMAN DAN BADAN-BADAN PENYIARAN 
 
 

Para Negara  Peserta  yang  didorong  oleh  hasrat  untuk melindungi  hak-hak  dari   para Pelaku, Produser Rekaman 
Suara dan Badan-badan Penyiaran, telah menyetujui hal-hal sebagai berikut : 
 

Pasal  1 
 

Perlindungan yang  diberikan konvensi  ini pada dasarnya terpisah dan  tidak mengurangi kekuatan dari berlakunya 
perlindungan Hak Cipta atas karya sastera dan karya seni. Oleh karena itu  tidak ada ketentuan  konvensi  ini  yang  
ditafsirkan  sebagai pengurangan atau pemisahan perlindungan tersebut. 
 

Pasal  2 
 

1. Dalam konvensi ini pengertian  "national treatment"  berarti perlakuan yang diberikan oleh Negara anggota  Konvensi 
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan nasional dalam bentuk pemberian perlindungan kepada : 

 
 a.  para pelaku, sebagai warga negara, dari negara tempat berlangsungnya pertunjukan, penyiaran atau 

penyelesaian/perwujudan karya pertunjukannya; 
 b. para produser rekaman suara, sebagai warga negara dari negara tempat karya rekaman tersebut diwujudkan atau 

diumumkan pertama kali; 
 c. lembaga/organisasi penyiaran yang kantor pusatnya berada di wilayah Negara Peserta konvensi, dengan penyiaran 

yang dilakukan melalui pemancar yang juga berada di wilayah Negara Peserta konvensi. 
  
2.  Perlakuan  tersebut  diberlakukan  dengan   pembatasan-pembatasan  yang ditegaskan dalam Konvensi. 
 

Pasal  3 
 

Yang dimaksud oleh Konvensi ini, dengan : 
 
(a). “pelaku” adalah aktor atau pemain film, penyanyi, musisi, penari dan mereka yang  memperagakan,    menyanyikan, 

menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan karya tulis dan seni. 
(b).”fonogram” adalah setiap bentuk perekaman suara dari suatu pertunjukan atau suara lainnya. 
(c). “produser rekaman suara” adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam suara dari suatu 

pertunjukan/pementasan atau suara lainnya; 
(d).”pengumuman/publikasi” adalah penawaran kepada masyarakat atas penggandaan suara karya rekaman dalam jumlah 

yang wajar; 
(e). “penggandaan” adalah membuat satu atau beberapa salinan dari suatu rekaman; 
(f).  “penyiaran” adalah pengiriman suara atau gambar dan suara kepada masyarakat dengan    peralatan tanpa kabel. 
(g). “penyiaran ulang” adalah penyiaran secara bersamaan dan langsung yang dilakukan oleh badan penyiaran dari sumber 

badan penyiaran lainnya. 
 

Pasal  4 
 

Negara peserta perjanjian akan memberi "national treatment" (perlakuan nasional) kepada pelaku berdasarkan kondisi 
sebagai berikut : 
(a).    pertunjukan oleh pelaku tersebut berlangsung di Negara Peserta Konvensi; 
(b).   pertunjukan tersebut merupakan bagian dari rekaman suara yang mendapat perlindungan  sesuai dengan ketentuan 

Pasal 5 Konvensi ini; 
(c).   pertunjukan   (yang   belum   diwujudkan   dalam   rekaman)  disiarkan  dan  dilindungi menurut Pasal 6  Konvensi. 
 

 
 



Pasal  5 
 

1. Negara   Peserta akan  memberi  perlindungan  untuk  produser   rekaman  suara  atas  dasar dipenuhinya syarat-syarat 
berikut ini : 

 
  (a)  produser   rekaman suara  tersebut adalah warga Negara dari Negara Peserta konvensi 
 (b)  perekaman suara yang pertama dibuat di negara  anggota  konvensi  (kriteria perekaman) 

(c) rekaman suara diumumkan pertama kali di Negara Peserta (kriteria pengumuman) 
 

2.  Perlindungan juga diberikan jika rekaman diumumkan pertama kali di luar wilayah Negara Peserta konvensi tetapi 
dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudahnya diumumkan pula di Negara Peserta Konvensi. 

 
3.  Melalui suatu notifikasi yang didepositkan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Negara Peserta Konvensi dapat 

menyatakan bahwa pengumuman pada alinea diatas belumlah memenuhi kriteria publikasi ataupun kriteria 
perekaman. Notifikasi tersebut dapat didepositkan pada saat dilaksanakannya ratifikasi, akseptasi ataupun pada saat 
aksesi atau pada suatu saat setelahnya, dan harus berlaku enam bulan setelah notifikasi tersebut didepositkan. 

 
Pasal  6 

 
1.  Negara peserta konvensi akan memberi perlindungan untuk badan-badan penyiaran atas dasar dipenuhinya syarat 

sehagai berikut : 
 
 (a)  kantor  pusat  dari  badan  penyiaran  itu terletak di Negara  Peserta konvensi yang 
 lainnya; 

(b) siaran itu disiarkan melalui pemancar yang berlokasi di Negara Peserta konvensi lainnya; 
 

2.  Melalui suatu notifikasi yang didepositkan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Negara Peserta Konvensi dapat 
menyatakan hanya akan melindungi penyiaran tersebut apabila kantor pusat dari badan penyiaran itu berada di Negara 
Peserta konvensi lainnya dan penyiarannya dilakukan melalui suatu pemancar yang berada di wilayah Negara Peserta 
konvensi yang sama. Notifikasi tersebut dapat didepositkan pada saat dilaksanakannya ratifikasi, akseptasi ataupun 
pada saat aksesi atau pada suatu saat setelahnya, dan baru berlaku enam bulan setelah notifikasi tersebut didepositkan. 

 
Pasal  7 

 
1.  Negara Peserta Konvensi akan memberi perlindungan bagi pelaku, termasuk mencegah terjadinya hal-hal sebagai 

berikut : 
 
 (a)  menyiarkan dan mengkomunikasikan karya pertunjukannya kepada masyarakat, kecuali apabila pertunjukan yang 

digunakan untuk siaran atau komunikasi kepada masyarakat pada dasarnya memang sudah merupakan siaran 
pertunjukan atau dibuat dari hasil rekaman. 

 (b)  melakukan fiksasi atas pertunjukan yang belum diwujudkan, tanpa persetujuan; 
 (c)  menggandakan hasil rekaman karya pertunjukan, tanpa suatu persetujuan, jika : 
 
 ( i )  rekaman asli dibuat tanpa persetujuan; 
 (ii )  penggandaan dibuat untuk tujuan yang berbeda dari tujuan perekaman yang disetujui pelaku; 

(iii)    rekaman asli dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 15, namun penggandaan dibuat dengan maksud yang 
berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
2.   (1)  Apabila    penyiaran   itu disetujui oleh pelaku,  maka yang menjadi  masalah adalah     hukum nasional dari 

Negara Peserta bersangkutan, dimana perlindungan dituntut untuk mengatur perlindungan terhadap penyiaran 
ulang, fiksasi untuk maksud penyiaran ulang dan penggandaan fiksasi tersebut untuk maksud penyiaran. 

 (2)  Syarat  dan  ketentuan  yang  mengatur  penggunaan  oleh badan-badan  penyiaran atas  fiksasi  (rekaman)  yang  
dibuat  untuk  maksud  penyiaran  harus  ditentukan sesuai   dengan  hukum   setempat yang sedang berjalan,   
dimana perlindungan di negara tersebut dituntut. 



(3) Karenanya, suatu perikatan kontrak yang dibuat dibawah hukum nasional sebagai- mana pada sub paragrap (1) 
dan (2) di atas harus tidak menghalangi kemampuan dari para pelaku untuk mengendalikan bubungannya dengan 
lembaga-lembaga penyiaran. 

 
Pasal  8 

 
Negara Peserta perjanjian, berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku di negaranya, dapat menentukan cara 
dimana pelaku diwakili sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak dari para pelaku yang melakukan pertunjukan bersama. 
 

Pasal  9 
 

Negara Peserta perjanjian, berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku di negaranya, juga dapat 
memberlakukan perlindungan bagi artis yang tidak menampilkan karya sastera dan seni. 
 

Pasal  10 
 
Produsen rekaman suara berhak memberi ijin atau melarang penggandaan langsung maupun tidak langsung rekaman 
suaranya. 
 

Pasal  11 
 

Jika sebagai suatu syarat perlindungan terhadap produser rekaman suara, atau pelaku, atau keduanya yang memiliki 
hubungan perekaman, maka suatu Negara Peserta berdasarkan undang-undang yang berlaku di negaranya, dianggap telah 
memenuhi syarat formal dan karenanya negara tersebut dapat menentukan kewajiban membubuhkan tanda/symbol (P) dan 
tanggal/tahun publikasi pertama atas rekaman suara dan kemasannya, dibuat sedemikian rupa sehingga memperlihatkan 
suatu peringatan perlindungan yang wajar, dan jika rekaman suara atau kemasannya itu tidak memberi identifikasi 
produser atau penerima lisensi dari produser (dengan mencantumkan namanya, merek dagang atau tanda lainnya), maka 
peringatan tersebut juga harus meliputi nama pemilik hak dari produser tersebut, dan selanjutnya jika rekaman suara ata 
kemasannya itu tidak mengidentifikasi pelaku utama, maka pemberitahuan atau peringatan tersebut harus meliputi nama 
orang sebagai pemegang hak dari pelaku tersebut, dan negara dimana rekaman suara tersebut dilakukan. 
 

Pasal  12 
 

Jika rekaman yang diedarkan untuk kepentingan komersial atau hasil penggandaannya digunakan untuk siaran atau untuk 
dikomunikasikan kepada masyarakat, maka sejumlah remunerasi harus dibayar oleh pengguna kepada pelaku atau 
produser rekaman atau kepada keduanya. Dalam hal tidak ada persetujuan diantara para pihak, dapat diberlakukan syarat-
syarat pembagiannya. 
 

Pasal  13 
 
Badan penyiaran berhak untuk mengijinkan atau melarang : 
 
(a)  penyiaran ulang karya siarannya; 
(b)  perekaman karya siarannya; 
(c)  penggandaan; jika : 
 
 (i)  perekaman karya siaran dibuat tanpa persetujuan; 

(ii) perekaman   karya   penyiaran   dibuat   sesuai   dengan   ketentuan  Pasal   15 atas siarannya, namun penggandaan 
dibuat untuk tujuan lain sebagaimana yang tersebut pada ketentuan ini. 

 
(d)  Pengkomunikasian   siaran  televisi   kepada masyarakat  apabila komunikasi itu dibuat di tempat-tempat yang biasa 

dikunjungi masyarakat dengan membayar biaya; akan menjadi perhatian bagi undang-undang nasional dimana 
perlindungan hak ini dituntut. 

 
 



Pasal  14 
 

Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini berlaku sekurang-kurangnya dua puluh tahun terhitung sejak 
tanggal akhir tahun dari : 
 
(a) diselesaikannya rekaman suara termasuk rekaman pertunjukan; 
(b) berlangsungnya pertunjukan; 
(c) berlangsungnya siaran. 
 

Pasal  15 
 

1.  Negara Peserta perjanjian, berdasarkan peraturan dan hukum nasionalnya dapat memberlakukan pengecualian 
terhadap perlindungan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini, terhadap : 

 
 (a) pemakaian untuk kepentingan pribadi; 
 (b) penggunaan ringkasan singkat untuk keperluan pelaporan peristiwa aktual; 

(c) perekaman   yang  bersifat  sementara  oleh organisasi penyiaran dengan menggunakan fasilitas dan peralatan 
siarannya sendiri; 

(d) penggunaan yang semata-mata untuk pendidikan atau riset ilmu pengetahuan; 
 

2.  Tanpa  mengindahkan  paragrap 1 pasal ini,  Negara  Peserta  konvensi     berdasarkan hukum dan peraturan 
nasionalnya dapat memberlakukan pembatasan terhadap pelaku, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran, 
seperti yang diberlakukan bagi ciptaan di bidang karya sastera dan seni. Khusus untuk pembatasan menurut 
Compulsory Licensing (yang diwajibkan oleh undang-undang), hanya berlaku sebatas yang diatur dalam Konvensi 
ini. 

 
Pasal  16 

 
1.  Negara yang  telah  menjadi  peserta  Konvensi  ini akan terikat dengan segala bentuk kewajiban  dan  hak-hak  yang  

ada  di   dalamnya. Karenanya,  pada  suatu saat suatu Negara   Peserta  dapat   menyam-paikan  notifikasi   kepada  
Sekretariat Jenderal PBB dengan menyatakan : 

 
a. sebagaimana yang terkandung dalam pasal 12 Konvensi ini; 
 

 (i)   tidak akan menerapkan semua  ketentuan yang berlaku dalam pasal tersebut; 
 (ii)   tidak  akan  menerapkan  semua  ketentuan  yang ada  dalam  pasal  tersebut sehubungan dengan adanya 

kasus-kasus khusus; 
(iii)  dalam hal   rekaman suara, jika produser rekaman suara bukan warga negara dari   Peserta Konvensi, maka 

tidak akan menerapkan semua ketentuan yang berlaku dalam pasal tersebut; 
(iv)    dalam hal rekaman suara, jika produser rekaman suara bukan warga negara dari Peserta Konvensi, maka 

akan membatasi perlindungan yang diberikan oleh pasal tersebut, termasuk untuk mengembangkan atau 
terhadap ketentuan yang telah diberikan oleh negara terakhir yang memberi perlindungan terhadap rekaman 
suara yang pertama direkam oleh seorang yang berkewarganegaraan dari Negara Peserta yang membuat 
pernyataan tersebut; bahkan Negara Peserta dimana produser tersebut berkewarganegaraan tidak akan 
memberi perlindungan terhadap kuasa/pewaris dari pemegang hak yang sama, dan Negara yang membuat 
pernyataan tersebut tidak akan dianggap menyimpang dari penerapan perlindungan yang sesungguhnya. 

 
b. Sebagaimana pasal 13, jika suatu Negara Peserta membuat pernyataan tidak akan menerapkan paragraph (d) pasal 

tersebut, maka Negara Peserta lainnya tidak diwajibkan untuk menjamin hak-hak sebagaimana yang terkandung 
dalam pasal 13 paragrap (d), terhadap badan-badan penyiaran yang berkantor pusat di negara tersebut. 

 
2. Jika pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dibuat  sesudah tanggal penandatanganan perjanjian 

diterima, maka pernyataan tersebut akan berlaku efektif 6 bulan sesudah pernyataan itu dibuat. 
 

 



Pasal  17 
 

Jika suatu negara yang pada tanggal 26 Oktober 1961 telah memberikan perlindungan bagi produser rekaman suara 
berdasarkan kriteria perekamannya sendiri, negara tersebut dapat memberi notifikasi terhadap Sekretaris Jenderal PBB 
pada saat pengesahan atau pada saat penandatanganan perjanjian ini, yang menyatakan bahwa pemberian perlindungan 
tersebut akan tetap diterapkan terhadap maksud yang terkandung dalam Pasal 5 dan pasal 16 ayat l (a) (iii) dan (iv), 
sebagai pengganti kriteria perekaman secara nasional. 
 

Pasal  18 
 

Negara peserta yang pernah membuat notifikasi yang berkaitan dengan Pasal 5 ayat 3, pasal 6 ayat 2, pasal 16 ayat 1 atau 
pasal 17, dapat mengajukan notifikasi kembali kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk maksud mengurangi atau menarik 
lingkup ketentuan tersebut. 
 

Pasal  19 
 

Meskipun konvensi ini telah mengatur sedemikian rupa, namun dalam hal pertunjukan seorang pelaku merupakan bagian 
dari suatu rekaman gambar atau gambar dan suara, maka ketentuan pada pasal 7, dianggap tidak berlaku. 

 
Pasal  20 

 
1.  Ketentuan konvensi ini tidak mengurangi hak-hak dari suatu Negara Peserta sebelum tanggal diberlakukannya 

ketentuan konvensi ini bagi negara tersebut. 
 
2.  Tidak ada Negara Peserta yang terikat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini terhadap pertunjukan 

atau penyiaran yang sedang berjalan, atau rekaman suara yang telah direkam sebelum tanggal diberlakukannya 
ketentuan Konvensi ini bagi negara tersebut. 

 
Pasal  21 

 
Perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini tidak mengurangi perlindungan yang diberikan oleh persetujuan/ konvensi 
lain terhadap para pelaku, produser rekaman suara dan badan-badan penyiaran. 
 

Pasal  22 
 
Negara Peserta Konvensi ini dapat membuat persetujuan khusus diantara mereka sepanjang menyangkut pemberian 
perlindungan yang lebih efektif/ekstensif dari ketentuan konvensi ini atau membuat ketentuan lain yang tidak 
bertentangan dengan kententuan yang berlaku dalam Konvensi ini, bagi pelaku, produser rekaman suara atau badan-badan 
penyiaran. 
 

Pasal  23 
 

Konvensi ini didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB, dan terbuka hingga pada tanggal 30 Juni 1962 untuk 
penandatanganan oleh negara yang diundang untuk Konferensi Diplomatik Perlindungan Internasional bagi Pelaku, 
Produser Rekaman Suara dan Badan-badan Penyiaran yang merupakan Peserta dari Universal Copyright Convention atau 
yang menjadi anggota dari Serikat Internasional bagi Perlindungan Karya Sastera dan Seni. 

 
Pasal  24 

 
1.  Konvensi ini tunduk terhadap ratifikasi atau akseptasi negara-negara penandatangan. 
2.  Konvensi ini terbuka bagi aksesi negara yang diundang pada Konperensi sebagaimana tersebut pada pasal 23 dan bagi 

negara-negara anggota PBB, sepanjang negara tersebut merupakan Peserta dari Universal Copyright Convention atau 
anggota dari Serikat Internasional (International Union) bagi Perlindungan KaryaSastera dan Seni. 

3.  Ratifikasi, akseptasi atau aksesi berlaku setelah Negara Peserta mendepositkan instrumen tersebut kepada Sekretaris 
Jenderal PBB. 



Pasal  25 
 

1.  Konvensi ini akan berlaku 3 bulan setelah tanggal pendepositan keenam instrumen ratifikasi, akseptasi atau aksesi. 
 
2.  Kemudian, konvensi ini akan berlaku setelah masing-masing Negara Peserta mendepositkan instrumen ratifikasi, 

akseptasi atau aksesinya. 
 

Pasal  26 
 

1. Setiap Negara Peserta berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-
undangannya, untuk menjamin penerapan Konvensi ini. 

 
2. Pada saat mendepositkan instrumen ratifikasi, akseptasi atau aksesinya, setiap Negara Peserta tetap berada dibawah 

undang-undang negaranya masing-masing dalam memberlakukan ketentuan dari Konvensi ini. 
 

Pasal  27 
 

1. Negara peserta pada saat ratifikasi, akseptasi atau aksesi atau pada saat setelahnya, dapat menyatakan, melalui 
pernyataan/notifikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa Konvensi ini berlaku untuk seluruh 
atau sebagian dari wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dalam hubungan internasional, sepanjang bahwa 
Universal Copyright Convention atau Konvensi Internasional bagi Perlindungan Karya Sastera dan Seni berlaku bagi 
wilayah atau territorial tersebut. Pernyataan ini berlaku tiga bulan setelah tanggal penerimaan. 

 
2. Pernyataan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 3, pasal 6 ayat 2, pasal 16 ayat, pasal 17 dan pasal 18 akan berlaku 

pada seluruh atau sebagian wilayah pada ayat 1 pasal ini. 
 

Pasal  28 
 

1. Setiap Negara Peserta dapat menyatakan mengundurkan diri dari Konvensi ini, atas namanya atau atas nama seluruh 
atau sebagian wilayah/teritorial tersebut pada Pasal 27 diatas. 

 
2.  Pengunduran diri ini dilakukan melalui penyampaian suatu pernyataan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan berlaku 

dua belas bulan setelah pernyataan tersebut diterima. 
 
3.  Hak pengunduran diri ini tidak berlaku bagi Negara Peserta sebelum berakhirnya satu periode lima tahun terhitung 

dari tanggal Konvensi ini berlaku bagi Negara tersebut. 
 
4. Negara Peserta dianggap berhenti menjadi peserta Konvensi pada saat Negara tersebut tidak menjadi peserta dari 

Universal Copyright Convention atau anggota dari Serikat Internasional bagi Perlindungan Karya Sastera dan Seni. 
 
5.  Konvensi ini tidak berlaku bagi wilayah/teritorial yang tersebut pada pasal 27, apabila tidak satupun dari badan 

Universal Copyright Convention atau Serikat Internasional bagi Perlindungan Karya Sastera dan Seni (International 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) memberlakukannya untuk wilayah tersebut. 

 
Pasal  29 

 
1.  Setelah Konvensi ini berlaku selama lima tahun, maka suatu Negara Peserta dapat memohon kepada Sekretaris 

Jenderal PBB untuk mengadakan Konferensi Revisi atas seluruh ketentuan Konvensi ini. Sekretaris Jenderal akan 
memberitahu semua Negara Peserta lainnya atas permintaan untuk konferensi revisi ini. Jika dalam satu periode enam 
bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut setengah dari seluruh jumlah Negara Peserta yang diberitahukannya 
setuju terhadap pelaksanaan konferensi tersebut, maka Sekretaris Jenderal akan memberitahu Direktur Jenderal 
Organisasi Perburuhan Dunia (International Labour Office), Direktur Jenderal Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan 
Kebudayaan Dunia PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dan Direktur Biro Serikat 
Internasional untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni (Bureau of the International Union for the Protection of 



Literary and Artistic Works) bekerjasama dengan Komite Antar Negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 32 
Konvensi ini, untuk menyelenggarakan konferensi revisi tersebut. 

 
.2. Setiap keputusan dalam revisi Konvensi ini dianggap sah apabila keputusan tersebut disetujui setidaknya dua pertiga 

dari Negara Peserta Konvensi yang hardir dalam Konferensi Revisi tersebut. 
 
3.  Kecuali disebut lain dalam revisi Konvensi tersebut, pada saat diselenggarakannya revisi Konvensi baik sebagian atau 

keseluruhan ketentuan Konvensi itu maka : 
 

(a)  Konvensi ini tidak berlaku untuk ratifikasi, akseptasi atau aksesi dari sejak tanggal berlakunya hasil revisi 
Konvensi tersebut. 

(b) Ketentuan Konvensi ini tetap berlaku bagi Negara-negara Peserta yang telah saling menjalin hubungan, namun 
negara tersebut tidak menjadi Negara Peserta dalam Revisi Konvensi. 

 
Pasal  30 

 
Jika diantara dua atau lebih Negara Peserta terdapat sengketa atas perbedaan penafsiran (interpretasi) maupun penerapan 
dari Konvensi ini, dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu perundingan, maka berdasarkan permohonan 
dari salah satu mereka yang bertikai, sengketa tersebut diselesaikan melalui International Court of Justice (Pengadilan 
Internasional). 
 

Pasal  31 
 

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 3, Pasal 6 ayat 2, Pasal 16 ayat 1 dan 
Pasal 17, tidak ada reservasi dalam konvensi ini. 
 

Pasal  32 
 

1.  Komite antar pemerintah diangkat dengan tugas.tugas sebagai berikut : 
 
 (a)  mempelajari setiap masalah pelaksanaan dan operasi dari Konvensi ini; 
 (b)  menampung setiap proposal dan menyiapkan dokumen terhadap kemungkinan 

dilakukannya revisi Konvensi ini; 
 

2. Komite terdiri dari wakil-wakil Negara Peserta, yang ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah geografis yang 
seimbang. lumlah anggota Komite ditetapkan sebanyak enam orang apabila anggota kurang dari dua belas Negara 
Peserta, sembilan Komite untuk anggota yang berjumlah tiga belas hingga delapan belas Negara Peserta dan dua belas 
Komite untuk jumlah anggota lebih dari delapan belas Negara Peserta. 

 
3. Komite dibentuk dalam waktu 12 bulan setelah berlakunya konvensi melalui suatu pemilihan yang diselenggarakan 

oleh masing-masing Negara Peserta yang memiliki satu hak suara untuk satu Negara Peserta bersama dengan Direktur 
Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia {International Labour Office), Direktur Jenderal Pendidikan, Ilmu 
Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB {United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dan 
Direktur Biro Serikat Internasional untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni {Bureau of the International Union for 
the Protection of Literary and Artistic Works) sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh 
Negara Peserta. 

 
4.  Komite akan menetapkan sendiri Ketua dan para pejabatnya, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

ditetapkannya. Selanjutnya peraturan ini akan menjadi acuan bagi Komite dan akan menjadi suatu metode dalam 
menetapkan peralihan keanggotaannya di masa datang. 

 
5.  Para Pejabat dari Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia {International Labour Office), Direktur Jenderal 

Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB {United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) dan Direktur Biro Serikat Internasional untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni {Bureau of the 



International Union for the Protection of Literary and Artistic Works) akan diangkat oleh Direktur Jenderal dan 
Direktur Komite ini sebagai Sekretariat Komite. 

 
6.  Jika perlu, rapat Komite dapat diselenggarakan dengan dihadiri mayoritas dari anggota Komite, yang berturut-turut di 

kantor pusat Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia {International Labour Office), Direktur Jenderal 
Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB {United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) dan Direktur Biro Serikat Internasional untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni {Bureau of the 
International Union for the Protection of Literary and Artistic Works). 

 
7.  Semua biaya pertemuan/rapat anggota Komite akan ditanggung oleh Negara masing-masing. 
 

Pasal  33 
 

1. Naskah Konvensi ini dibuat dalam tiga versi yaitu bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan bahasa Spanyol yang 
memiliki otentik yang sama. 

2.  Disamping itu, naskah resmi Konvensi ini juga dibuat dalam versi bahasa Jerman, bahasa Italia dan bahasa Portugis. 
 

Pasal  34 
 

1.  Sehubungan dengan Pasal 23 Konvensi ini, Sekretaris Jenderal PBB akan memberitahu setiap Negara yang diundang 
terhadap Konferensi beserta negara-negara yang menjadi anggota Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) serta Direktur 
Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia (International Labour Office), Direktur Jenderal Pendidikan, Ilmu Pengetahuan 
dan Kebudayaan Dunia PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dan Direktur Biro 
Serikat Internasional untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni (Bureau of the International Union for the Protection 
of Literary and Artistic Works) dalam hal : 

 
(a)  mendeposit setiap instrumen, ratifikasi, akseptasi atau aksesi; 
(b)  tanggal pemberlakuan Konvensi; 
(c)  semua bentuk notifikasi, deklarasi atau komunikasi sehubungan dengan Konvensi   ini; 
(d) jika timbul situasi atau kondisi seperti yang diatur dalam ayat 4 dan 5 Pasal 8 
 Konvensi ini. 
 

2.  Sekretaris Jenderal PBB juga akan memberitahu Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia (International 
Labour Office), Direktur Jenderal Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) dan Direktur Biro Serikat Internasional untuk Perlindungan Karya 
Sastera dan Seni (Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works) semua 
permohonan yang ditujukan kepadanya sehubungan dengan Pasal 29, serta komunikasi lainnya yang diterima dari 
setiap Negara Peserta mengenai revisi Konvensi ini. 

 
Demikian Konvensi ini, ditandatangani oleh semua Negara Peserta. Diselenggarakan di Roma pada tanggal 26 Oktober 
1961 , dalam satu naskah asli berbahasa Inggeris, Bahasa Perancis dan bahasa Spanyol. Salinan resmi dari naskah asli 
Konvensi ini akan dikirim oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk seluruh Negara yang diundang terhadap Konferensi 
sehubungan dengan pasal 23 dan setiap negara anggota PBB, serta Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia 
{International Labour Office), Direktur Jenderal Pendidikan, IlmuPengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB {United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dan Direktur Biro Serikat Internasional untuk Perlindungan 
Karya Sastera dan Seni {Bureau of the International Union forthe Protection of Literary and Artistic Works). 
 


